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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpilan 

Efektifitas pidana denda sebagai upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi, serta tujuan pemidanaan dalam arti pencegahan, belum sesuai dengan 

tujuan dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 

tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana denda 

diharapkan dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, 

sekaligus agar kesetabilan perekonomian Negara tidak terganggu dengan 

dikembalikannya hasil korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. 

Untuk mencapi tujuan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak 

tangan, perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum, baik dari Jaksa, 

KPK, Hakim, Polisi, dan instansi pemerintahan yang berperan dalam mengelola 

keuangan dan perekonomian Negara. Sebagaimana yang diketahui bahwa 

pidana denda bertumpu pada pidana atas kekayaan dan harta benda atau pidana 

yang sangat berhubungan dengan kemampuan financial masyarakat. Karna 

pidana denda juga berkaitan dengan tingkat perekonomian suatu bangsa, 

sehingga tujuan pemidanaan pembalasan, pembinaan serta reintergrasi 

terpidana juga terpenuhi, system keuangan Negara tidak terganggu. Karna 

pidana denda berpotensi menambah pendapatan Negara maupun daerah, meski 

hal demikian bukanlah tujuan utama. 
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B. Saran  

1. Untuk menetapkan dan menerapkan pidana denda harus diterapkan 

prinsip proporsionalitas. Prinsip ini bermakna bahwa sanksi yang 

dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah 

dilakukan ( jumlah hasil korupsi). 

2. Mengenai penetapan jumlah pidana denda, perlu kiranya dipikirkan 

suatu perumusan dalam kebijakan legislatif karna pidana denda berbeda 

dengan pidana pokok lainnya dimana pidana denda merupakan jenis 

pidana yang bernilai uang dan mempunya  nilai ekonomis. Misalnya 

pidana denda yang tidak atau belum terbayar, harus diambil dari harta 

kekayaan terpidana, atau diganti oleh keluarga atau pihak lain. 

3. Mengingat bahwa pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, 

maka pidana kurungan harus di perberat kebijakan legislatif, agar 

terdakwa pelaku tindak pidana korupsi membayar uang pengganti akibat 

kerugian yang telah di timbulkan terhadap Negara. 
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